
BAB I 

PENDAHULU_\?l 

Kegia':atl penebangan p0hon secar.t liar atal' yang dihenal lebih 

umum penel,angan liar (illegal logging) telah berakibat kcpada 

kerusak.<ln Su:nber Daya Hutan yang sangat meni->rihatinkan. Kondisi 

ini telah berlargsung secara terus menerus yang mengakibatkan 

kerusakan hutari Indonesia relative tine;gi j·ang pada sepu!uh tahun 

terakhrr menunJ..ikkan bahwa telah terjadi degradasi sumberda) 'l 

hutan dengan :':lJU deforestaci diperkirakan sebesar 1,6 juta ha per 

tahun, bahkan tiga tahun terakhir ini telah menr.apai 2, 1 ju ta ha per 

tahun.1 

Berbagai upaya pemberantasan :regal lugging telah dilakuka.n 

dan terus ditingkatkan baik itu melalui upaya preventif maupu.1 

repressive deng;m rnelibatkan berbagai piliak. Namun hasil atas upaya 

yang dilaksc.n:lkan belum se!)erti y3.,g diharapkan karefla 

permasalah�, yang sangal mendasar bukan pada masal?h sektcr 

kehutanan i,aja mel>linkan merupaka.1 masalah yang melibatkan 

seluruh se1<tor. 

' Suparjadi, IC Langkah Stt"dugis Dan Upaya Pemberantasan lllegal 
Logging Di Ir.donesta, Ma\('rt Arahan dalam Sosiali� :si 1-ebijak!.anaan T�rpadu 
Antara DepHub, DeoHul serta f.leiJ{'rindag. Jakarta, 2003, ha!. I. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Pendayagunaan sumberdaya huta.1 melalui penebangan liar 

(illegal loggm�) dewasa ini tanpa disadari umE.t manusia telah 

membawa kearah kekacauan yang membawa dampak nega•ive, 

dimana kondis1 ::.• 1mberdaya hutan teial, berada pada tingkat yang 

mengkhawatirk<'n dan mempun_,ni dampak kerugian yang sangat luas 

diantaranya r.1c.�'·ebabkan : la; degradc>si sumberdaya hutan ; (P.) 

economic lost ; (c· degrad<..s1 moral ba1k aparaL, pcngusaha muupun 

masyarakat ; dan (d) dcg>adasi sosial kemas�·nrakatan.2 

Se;alr Tahun 1967, sebenarnya telah diundangkan oleh 

Pemcrintah tentang Undang-Undang r:etentuan Pokok Kehutanan 

(UlJPK) Nomo 5 T..ihun 1967, yang lebih l::tnJU• rcntang perlindungan 

hutan dijaba:-kan dengan Peraturan Pcme1intah Nomor 28 Tahun 

1985, dengan tujuan perlindungan ht:Lan disebutkan "untuk menjaga 

kelestarian butan agar dapat memenuhi fungsinya" 3 

Demikia..1 halnya dalam pelaksanaa:1 perlindungan hutan scsuai 

PP 28 Tc.bun 1985 disebutkan bahwa setiap instansi Kehutanan ci 

daerah Tk.I bertanggung jawab aras perlindungan hutan bail< di dalam 

mat•pun di luar kawasan hut.an. Dan lebih jauh dalam pelaksanaan 

pe•hndungan huran lelah diat:.ir tanggung jawab dan wewenang dari 

J j bid. hal 2. 
3 r't'rmuran Pemerintah Nomor 28 Taliun 1985, lentang Pcrlind1mg(lfl Hut.an, JAkarta, 

I al 132. 
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